
 
 

 

 

WALI KOTA BANJARBARU 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU 

NOMOR   46    TAHUN 2023 
 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU  
NOMOR 54 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN 

ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  

     DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

WALI KOTA BANJARBARU, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk penyesuaian terhadap tata 
cara pengisian Aparatur Sipil Negara pada Jabatan 
Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan 
Pemerintah Kota Banjarbaru, maka Peraturan Wali Kota 
Banjarbaru Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Tata Cara 
Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di 
Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, perlu dilakukan 
Perubahan; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota 
tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru 
Nomor 54 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengisian 
Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di 
Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru; 

   

   Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3822); 

 2. Undang-Undang    Nomor    25    Tahun    2009    tentang 
Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014  Nomor  6,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

 

 

 

4. Undang-Undang... 

SALINAN 



 
 

 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6858); 

 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6858); 

 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
187,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 6402); 

 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6477); 

 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang 
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6340); 

 9. Peraturan  Pemerintah  Nomor  94  Tahun  2021  tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 

 

 

10. Peraturan Menteri... 



 
 

 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang 
Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi  
Jabatan  Aparatur  Sipil  Negara (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017); 

 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan 
Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 
tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah; 

 12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Banjarbaru (lembaran Daerah Kota Banjarbaru 
Tahun 2016 Nomor 10); 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 54 
TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN 
ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU. 

 

Pasal I 
Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 54 tahun 2022 
tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di 
Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru 
Tahun 2022 Nomor 54) diubah sebagai berikut: 
 
Ketentuan Pasal 24 ditambahkan 4 (empat) ayat, sehingga Pasal 24 berbunyi 
sebagai berikut : 

 
Pasal 24 

 
(1) Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas pada Perangkat Daerah yang 

menangani urusan Administrasi Kependudukan diangkat dan 
diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Wali Kota melalui 
Gubernur. 

(2) Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Administrator dan Pejabat 
Pengawas pada unit kerja yang menangani urusan Administrasi 
Kependudukan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(3) Mekanisme penugasan guru sebagai kepala sekolah dilaksanakan melalui 
pengangkatan calon kepala sekolah yang dilakukan oleh Wali Kota selaku 
Pejabat Pembina Kepegawaian/atau dapat didelegasikan kepada Wakil 
Wali Kota, Sekretaris Daerah, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan 
Pelatihan/atau Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru pada satuan 
jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Negeri dan 
Sekolah Menengah Pertama Negeri. 

(4) Dinas Pendidikan selaku unit kerja pembina jabatan kepala sekolah 
menyusun usulan berdasarkan hasil rekomendasi dari tim pertimbangan 
pengangkatan jabatan kepala sekolah yang selanjutnya disampaikan 
kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan selaku pengelola 
kepegawaian. 

(5) Hasil... 



 
 

(5) Hasil usulan sebagaimana dimaksud ayat (4) akan dibahas kembali oleh 
Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kota Banjarbaru guna memperolah 
persetujuan penetapan jabatan kepala sekolah. 

(6) Setelah memperoleh persetujuan penetapan, Badan Kepegawaian, 
Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru selaku pengelola kepegawaian 
menerbitkan Surat Keputusan Wali Kota Banjarbaru tentang Guru 
diberikan tugas sebagai kepala sekolah. 

(7) Pejabat Pembina Kepegawaian dapat melakukan pemberhentian dari dan 
dalam jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dan/ atau 
dipindahkan ke dalam jabatan lainnya apabila Pejabat Administrator dan 
Pejabat Pengawas melakukan pelanggaran disiplin, serta nilai-nilai dan 
kode etik yang dapat memberikan dampak negatif terhadap unit kerja dan 
instansi. 

 
Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru. 

    

Ditetapkan di  Banjarbaru 
pada tanggal  27 Juli 2023      

WALI KOTA BANJARBARU, 
 
 TTD 

 
M. ADITYA MUFTI ARIFFIN 

       

Diundangkan di Banjarbaru 

pada tanggal 27 Juli 2023       

SEKRETARIS DAERAH, 

 TTD 

SAID ABDULLAH 

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2023 NOMOR 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


